
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.725, 2016 KEMENRISTEK-DIKTI. UPN “Veteran” Yogyakarta. 

Orta. Perubahan.  

 
 

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 28 TAHUN 2016 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN 

PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN 

TATA KERJA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” 

YOGYAKARTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka menyempurnakan acuan bagi 

pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan 

Tinggi di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Yogyakarta, perlu melakukan perubahan 

terhadap beberapa ketentuan Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan 

Nasional “Veteran” Yogyakarta; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5336); 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 

2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan 

Nasional “Veteran” Yogyakarta; (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250); 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 14);  

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P 

Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan 

Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 

-2019; 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 889); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN 

PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN 

PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS 
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PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.  

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan 

Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 8 

(1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Rektor. 

(2) Wakil Rektor terdiri atas: 

a. Wakil Rektor Bidang Akademik; 

b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan; dan 

c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja 

Sama. 

(3) Wakil Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas 

membantu Rektor dalam memimpin 

penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat, dan sistem informasi. 

(4) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan 

mempunyai tugas membantu Rektor dalam 

memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang 

administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian. 

(5) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja 

Sama mempunyai tugas membantu Rektor dalam 

memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang 

perencanaan, pembinaan kemahasiswaan, kerja 

sama, hubungan masyarakat, dan alumni. 
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2. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 27 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26, Biro Umum dan Keuangan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan; 

b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; 

c. pelaksanaan urusan hukum; 

d. pelaksanaan urusan organisasi dan 

ketatalaksanaan; 

e. pelaksanaan urusan kepegawaian; 

f. pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi; dan 

g. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara. 

 

3. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga Pasal 49 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 49 

(1) Wakil Dekan Bidang Akademik mempunyai tugas 

membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan 

pendidikan, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan sistem informasi. 

(2) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan 

mempunyai tugas membantu Dekan dalam 

memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang 

administrasi umum, dan keuangan. 

(3) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja 

Sama mempunyai tugas membantu Dekan dalam 

memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang 

perencanaan, kemahasiswaan, alumni, dan kerja 

sama. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 22 April 2016 

 

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, 

DAN PENDIDIKAN TINGGI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

MOHAMAD NASIR 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 11 Mei 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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